GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ ¥ /INPTD/2019

TENTANG

PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2019

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

a. bahwa dalam rangka membangun Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Tim Penilai
Internal Zona Integritas telah melakukan penilaian atas
Dokumen Unit Kerja yang dicanangkan sebagai Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

. bahwa Dberdasarkan hasil penilaian sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);




10.

11

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri
DJ);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor
3 Seri A);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
56 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2017 Nomor 44 Seri E);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Berita
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2018 Nomor 8 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, yaitu:

a.

b.

UPTD Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal % Mé; 2019

GUBERNUR
KEPULAUAN BANG ELITUNG,

ERZALDI ROSMAN
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